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TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua lima, bulan Januari tahun dua ribu dua
puluh dua (25-01-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. dr. Moch. Ichlas Riyanto, : Direktur RSUD Cilacap, berdasarkan
M.M. Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor :
821.2/030/2021 tanggal 11 Februari
2021 berkedudukan di Jl. Gatot Subroto
No. 28, Sidanegara, Kecamatan Cilacap
Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama serta sah mewakili RSUD Cilacap,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Dr. Ns. UMI SOLIKHAH, : Dekan Fakultas [lmu Kesehatan
S.Kep., S.Pd., M.Kep Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
yang diangkat berdasarkan = Surat
Keputusan Pimpinan Universitas
Muhammadiyah Purwokerto Nomor
A.5.1V/12-S. Kep/UMP/1/2020 tanggal 29
Januari 2020 tentang Pengangkatan
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
masa jabatan 2020 - 2024 berkedudukan
di Jalan Letjen Soekardjo Roestam KM 7
Sokaraja Purwokerto, Jawa Tengah, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

FIKES PMPurwokwto RSUD Cilacap

= L




Untuk selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama
dalam perjanjian kerja sama ini disebut Para Pihak, dan secara sendiri-
sendiri disebut Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, yang
selanjutnya disingkat RSUD Cilacap;

b. Direktur adalah Direktur RSUD Cilacap;

c. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan adalah Dekan Fakultas Ilmu
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

d. Peserta Program Pendidikan adalah Peserta Program Studi Fakultas Ilmu
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto memiliki 11
(sebelas) program studi yaitu:

Program Studi Keperawatan D3;

Program Studi Keperawatan S1;

Program Studi Pendidikan Profesi Ners;

Program Studi Kebidanan D3;

Program Studi Kebidanan S1;

Program Studi Pendidikan Profesi Bidan;

Program Studi Keperawatan Anestesiologi D4;
Program Studi Teknologi Laboratorium Medik D4;
Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan D4;

. Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan D4; dan
11. Program Studi Teknik Rekayasa Elektro Medis D4.

e. Bahwa Para Pihak dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Undang-Undang Nomor 36. Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undangan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama
Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan;
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11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI};

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang
Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama
Daerah dengan Pihak Ketiga;

14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor
345/DIKTI/Kep/1995 tentang Perubahan Bentuk Institut
Keguruan dan Pendidikan Muhammadiyah Purwokerto di
Purwokerto Menjadi Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa dan dosen pada
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang

bertempat di RSUD Cilacap dengan ketentuan sebagaimana tercantum
dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
ASAS

Perjanjian kerja sama ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas
kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas eksistensi dengan
saling menghormati, serta mengindahkan peraturan — perundang undangan
yang berlaku bagi Para Pihak.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian kerja sama adalah:

a. Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara
Para Pihak, sehingga proses pendidikan pada Pihak Kesatu
memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar pendidikan.

b. Tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan Para Pihak untuk
menjadikan RSUD Cilacap sebagai tempat praktik mahasiswa
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

(2) Tujuan perjanjian kerja sama adalah mengoptimalkan pendayagunaan
sumber daya yang dimiliki Para Pihak secara terencana, terpadu,
sistematis, efektif dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan di Pihak Kesatu, peningkatan mutu Pendidikan di Pihak

Kedua dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Fakultas
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Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto di RSUD

Cilacap, dengan cara antara lain:

a. Meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas
IImu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto di RSUD
Cilacap.

b. Mendidik tenaga kesehatan yang profesional dalam bidang kesehatan
umum dengan memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan
ketrampilan bagi mahasiswa Fakultas [lmu Kesehatan Universitas
Muhammadiyah Purwokerto.

c. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa Fakultas
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

d. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan kesehatan pada
RSUD Cilacap.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kerjasama dalam
penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber
daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan fasilitas
lain yang dimiliki Para Pihak secara terencana, terintegrasi, transparan,
akuntabel, efektif dan efisien untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan
dan pendidikan di RSUD Cilacap.

(1)

(2)

(3)

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari perjanjian kerja sama ini terdiri atas:

a. Pelayanan Kesehatan.

b. Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik yang

dilaksanakan oleh Pihak Kesatu dengan mengikut sertakan Pihak

Kedua secara bersama-sama.

Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri atas:

1. Pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran mahasiswa Fakultas
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahap
akademik dan/atau profesi.

2. Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi mahasiswa dan dosen
Fakultas [Imu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
yang terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan dan/atau
penelitian komunitas yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

9

perkembangan dan kemajuan ilmu kesehatan, dan berdaya guna
bagi peningkatan mutu pendidikan tenaga kesehatan di Fakultas
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan
peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada RSUD Cilacap.
3. Pengabdian mahasiswa dan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada masyarakat dan di
RSUD Cilacap.

Pasal 5
PELAKSANAAN PRAKTIK KLINIK

Setiap kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan
menggunakan sarana prasarana dan fasilitas RSUD Cilacap harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kesatu, serta wajib
menyampaikan laporan kepada Pihak Kesatu.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan praktik mahasiswa, Pihak Kedua
mengajukan surat pemberitahuan dan kerangka acuan kegiatan tersebut
yang ditujukan pada Pihak Kesatu.

Setelah adanya kesepakatan dari Pihak Kesatu maka Pihak Kedua
dapat mengirimkan peserta didik untuk melaksanakan praktik klinik.
Memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk mengirim peserta
didik/praktikan berdasarkan kerangka acuan dengan ketentuan
jumlah mahasiswa yang dapat diterima praktik klinik sesuai dengan
kapasitas pembimbing klinik dengan perbandingan maksimum antara
pembimbing dengan mahasiswa adalah 1 : 7, 1 (satu) banding 7 (tujuh)
dengan memperhatikan fungsi dan tugas utama Pihak Kesatu dalam
memberikan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

Pihak Kedua akan mengatur keberadaan peserta didik secara teratur
pada hari kerja maupun hari besar/libur Nasional dan Pihak Kesatu
akan mendayagunakan keberadaan mahasiswa tersebut demi
kepentingan pelayanan dan pendidikan.

Pelaksanaan evaluasi terhadap kemampuan peserta didik dalam
melaksanakan kegiatan praktik klinik maupun praktik klinik lapangan
yang diberikan oleh pendidik/pembimbing dari Para Pihak.

Peserta didik yang melaksanakan praktik klinik harus mematuhi semua
peraturan dan tata tertib yang berlaku di RSUD Cilacap.

Pihak Kedua membantu Pihak Kesatu dalam meningkatkan pelayanan
agar tercapai efisiensi, produktivitas dalam kualitas pelayanan sebaik-
baiknya dalam rangka pelayanan prima.

Jumlah dan jadwal mahasiswa diatur oleh Pihak Kesatu disesuaikan
dengan sarana/prasarana Pihak Kesatu.
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(10) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1)

(1)

(2)

(3)

meliputi antara lain :

a. Bedside Teaching;

b. Diskusi Kasus

c. Tutorial

d. Meet the expert

e.  Pre-Post Conferences

f. Ujian Tindakan;

g Penilaian (Laporan/Tugas, Presentasi Kasus, Pengetahuan, Sikap,

Keterampilan, Kehadiran); dan/atau
Kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan persetujuan.

5

Pasal 6

Setiap kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang
disamping bermanfaat untuk bidang Ilmu Kesehatan, juga bermanfaat
untuk RSUD Cilacap dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas
Muhammadiyah Purwokerto.

Bagi mahasiswa dan/atau dosen Fakultas [lmu Kesehatan Universitas
Muhammadiyah Purwokerto yang ingin melakukan penelitian dan
pengabdian masyarakat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
dari Pihak Kesatu.

Bahwa hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengabdian
masyarakat yang dilakukan mahasiswa dan/atau dosen Fakultas Ilmu
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto diatur sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bertanggung jawab dalam penyediaan
pendanaan, proses pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan
pembelajaran, pengendalian mutu pendidikan, monitoring dan evaluasi
sesuai dengan kewajibannya masing-masing dan mendasari ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Kesatu berkewajiban sebagai berikut:
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(2)

Menerima mahasiwa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas
Muhammadiyah Purwokerto untuk mengikuti pendidikan dan
peningkatan keterampilan dan pengalaman di RSUD Cilacap;
Menetapkan kebijakan operasional terkait dengan pelayanan
kesehatan di lingkungan RSUD Cilacap;

Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan
fasilitas lain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Fakultas
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
Mengatur penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lain, serta
tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan
pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat bagi mahasiswa Fakultas [lmu Kesehatan Universitas
Muhammadiyah Purwokerto;

Mengatur mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas
Muhammadiyah Purwokerto yang akan menjalankan pendidikan
di RSUD Cilacap;

Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan
terhadap mahasiswa, tenaga administrasi, pembimbing klinik
secara berkala;

Pihak Kedua berkewajiban sebagai berikut:

a.
b.

Menyampaikan pemberitahuan disertai kerangka acuan kegiatan;
Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan
fasilitas lain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Fakultas
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
Menyusun panduan program pembelajaran pendidikan di RSUD
Cilacap;

Menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto di RSUD
Cilacap;

Mengembangkan sumber daya manusia Pihak Kesatu terutama
Pembimbing Praktik, melalui kegiatan dan/atau pelatihan
terstruktur;

Memberikan bantuan dan/atau kontribusi kepada Pihak Kesatu
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atas
kesepakatan Pihak Kesatu,;

Memberikan honorarium kepada Pembimbing Klinik sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atas
kesepakatan Pihak Kesatu;

Mengikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku di RSUD Cilacap;
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i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan
terhadap program pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi,
dan pembimbing klinik secara berkala;

(3) Pihak Kesatu berhak sebagai berikut:

"a. Memperoleh sumber dana dan fasilitas lain dari Pihak Kedua
guna penyelengaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat;

b. Menempatkan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pedidikan,
penelitian dan pengabdian' masyarakat pada Fakultas Ilmu
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto di RSUD
Cilacap;

c. Menentukan jumlah mahasiswa dan dosen yang mengikuti
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di RSUD
Cilacap;

(4) Pihak Kedua berhak sebagai berikut:

a. Mengirimkan mahasiswa dan dosen ke RSUD Cilacap dalam
rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk
meningkatkan pengetahun, pengalaman serta keterampilan
melalui kegiatan praktik klinik;

b. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
untuk  meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta
keterampilan melalui kegiatan praktik klinik;

c. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
di RSUD Cilacap dengan persetujuan Pihak Kesatu;

d. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas lain yang
dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan di Pihak Kesatu.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan mahasiswa
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto di
RSUD Cilacap menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, yang besarannya
ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan mendasari
peraturan dan ketentuan yang berlaku di Pihak Kesatu.

(2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksaan pelayanan kesehatan di
RSUD Cilacap menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.
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Pasal 10

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas

persetujuan Para Pihak;

(2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan
menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku bagi masing-masing Pihak.

Pasal 11
KORESPONDEN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian
kerjasama ini dan kegiatan lainya yang akan melakukan, wajib dilakukan
secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos
surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing- masing

pihak berikut ini:
a. Pihak Pertama

Nama

Jabatan

Alamat
Nomor Telepon

Email

b. Pihak Kedua
Nama

Jabatan

Alamat
Nomor Telepon/Hp

Email

Atiah Mariani, S.H., M.H.

Kasubag Hukum, Pendidikan, Penelitian dan
Kerjasama

J1. Gatot Subroto No.28 Sidanegara Cilacap
(0282) 533010

bludrsudcilacap@gmail.com

Ns. Sri Suparti, S. Kep, M.Kep

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan

: Jalan Soepardjo Roestam 229, Sokaraja

Purwokerto, Jawa Tengah 53181

(0281) 636751/ 630463 ext. 122/ 0821-3435-
3113

fikes@ump.ac.id
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA

Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja
sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan Para
Pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai
perencanaan kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-
hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan
melalui pernyataan dari pihak berwenang.

Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan
memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan
peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri
pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga
melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Para Pihak sepakat
untuk meninjau kembali kerja sama ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian
Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
antara Para Pihak.

Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan maka Para
Pihak akan memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Cilacap.

Pasal 14
PERUBAHAN PIMPINAN

Perjanjian kerjasama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan
masing-masing Pihak dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati pimpinan
pengganti dari masing-masing Pihak sampai berkahirnya Perjanjian
kerjasama ini.

Pasal 15
PEMBATALAN PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri apabila terdapat kondisi:
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a. Para Pihak tidak melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawab
bersama.

b. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan
perjanjian kerjasama yang tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan/perubahan dalam
kerja sama ini, akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan
kesepakatan Para Pihak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
perjanjian kerja sama ini.

Pasal 17
PENUTUP

(1) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian
kerja sama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh Para Pihak yang
secara substantive mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

(2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai
cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama.

I

L
Has
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a. Para Pihak tidak melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawab
bersama.

b. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan
perjanjian kerjasama yang tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan/perubahan dalam
kerja sama ini, akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan
kesepakatan Para Pihak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
perjanjian kerja sama ini.

Pasal 17
PENUTUP

(1) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian
kerja sama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh Para Pihak yang
secara substantive mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

(2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai
cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan
hukum yang sama.
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